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Sertif;ikat Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional pergunran Tinggi

_ berdasarkan Keputussn BAN-pr No. 2E58/slg8AN-pr/Akrodrwltt/r0t7, msnyetakan brhwa
Program Studi llmu Hulum, Pada Program Sarjana Udvcrrltrr H.lrnuddftq Mrk$srrieratreditasi dengao pcringkst

Terakreditasi A
SertiJikat akreditasi ini berlaku S (lina) tahun

sejak tanggal I5 - Agaslas - 2017 sampai dengan lt - Aguslr.s - 2022.

Jakarta, l5 - Agustus - 20 | 7

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan tiksekutif
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Peraturan ,N.renreri Rise(. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik lndonesia Nomor il4 Tahufl 2015 tcntang Srandir
Nasional Pendidikan Tinggi;

Pemturan Menteri Risel, Teknologi, dan pendidikan Tinggi
Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentan-g
Akreditasi Program Srudi dan perguruan Tinggi:

sep:t^u_sln_ ylnreri RlseL Teknotogi dan pendidikan Tinggi
No 128/M4(PT/2016 lentang Anggota Dervan Elsekurif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode Tahun
2016-202t:

Keputusan_Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi
No l44M{eT/201b tentang Pengangkaran Kerua dan
Sekretaris N4ajelis Akredilasi serra Direktur drn Sekretaris
Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional perguruan
Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
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MEMUTUSKAN

Mcnetapkan

PERIANlA

KEDUA

KETIGA

KEPUIUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROCRAM STUDIILMU HUKUM PADA PROGRAM SARJANA
L]NIVERSII AS TIASANUDDIN, MAKASSAR

Menetaplan Sratus Alredirasi dan perinSkat Temkreditasi
Program Sludi IImu Hukum pada Frogram Sa{ana
Universilas Hasanuddin. Malassar sebaaa; berilul j
a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakredirasi : A dengan Nilai 3g5.

Status Akreditasi dan peringkal Temkedilasi sebagaimana
dimahsud datam dikrum pERTAMA bertaku selama3 ltima)
Iahun terhitung mulai tanggal Keputusan iniditetapkan.

Status Akrcditasi dan peringlat Terakeditasi program Studi
sebagaimana dimaksud dalarn dikrum PERTAi,{A dapar
dicabut sebelum masa bqlakunya berakhir, apabila program
Srudi_teBebut rerbukti ridak lagj memeruhi syarar S;rus
Akrcdirasi dan Peringkal Teralreditasi.
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KEENIPAT Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakana
pada ranggal l5 Agustus 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF.
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Salinan disampaikan kepada yth:

l. MenteriRise! Teknologj, dan pendidikan Tinggi

2. Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Direktur.Jenderal Pembelajaan dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi

5. Direktur Jendeml Kelembagaan llmu pengctahuan, T€knologi, dan pendidikan Trnggi _

Kementerian Riser, Teknologi, dan pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua./Direkrur perguruan Tinggi yang be.sangkutan


